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ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran, diperlukan 1
(satu) orang Tenaga Pengkaiji di bidang penerimaan negara bukan pajak untuk meningkatkan kualitas
telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang penerimaan negara bukan pajak, maka perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara
Bukan Pajak di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Keppres 56/P Tahun 2010, Keppres 57/P Tahun 2010, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010 (BN Tahun
2010 No. 498).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Direktur Jenderal Anggaran. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan
Pajak secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan. Tenaga Pengkaiji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang Penerimaan Negara Bukan
Pajak. Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit-unit di lingkungan Direktorat
Jenderal Anggaran dan di lingkungan Kementerian Keuangan. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan
Negara Bukan Pajak menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal
Anggaran dengan tembusan kepada unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan. Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah jabatan
setingkat dengan eselon Il.b. Pejabat Struktural eselon Il.a yang dialintugaskan pada Tenaga Pengkaii
Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak tetap diberikan eselon Il.a. Pengangkatan dan
pemberhentian Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan oleh Menteri
Keuangan atas usul Direktur Jenderal Anggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2011 dan diundangkan pada tanggal 22
Maret 2011.



